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 ABSTRAK 
 
Salah satu ketentuan yang cukup penting dalam Perma Nomor 1 Tahun 
2016 adalah perihal kewajiban kehadiran para pihak atau prinsipal dalam 
petemuan mediasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) “Para Pihak 
wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa 
didampingi oleh kuasa hukum.” Ketentuan ini tegas mewajibkan para pihak  baik 
penggugat maupun tergugat untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, tidak 
mempermasalahkan apakah kuasa hukum ikut mendampingi prinsipal dalam 
pertemuan mediasi. Pengadilan Agama Krui Lampung Barat dijadikan sebagai 
objek penelitian terkait dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui 
Lampung Barat ? (2) Apa yang menjadi hambatan proses mediasi dalam perkara 
perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat ? 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui implementasi mediasi 
dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Krui Lampung Barat, dan (2) 
Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan proses mediasi perkara perceraian 
di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.   
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (feld research) yaitu 
mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala  
yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif,  bertujuan 
untuk menggali dan menjelaskan peristiwa yang berlangsung di lapangan, 
pengumpulan data dilakukan dengan cara  observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa keberhasilan pelaksanan mediasi di 
pengadilan pada dasarnya bergantung pada pihak yang bersengketa, karena pihak 
lain diluar dari yang bersengketa adalah hanya bertugas sebagai fasilitator dalam 
proses mediasi. Dan adapun faktor yang menjadi penghambat adalah perkara yang 
disengketakan sangat erat kaitannya dengan perasaan sehingga nilai-nilai rasional 
sangat sulit disatukan diantara pihak yang bersengketa, ketidakhadiran salah satu 
pihak, pengaruh lingkungan, dan faktor budaya.  
Untuk para hakim di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat agar selalu 
berperan aktif dalam penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi dan seoptimal 
mungkin dalam melaksanakannya agar benar-benar tercapai penyelesaian secara 
damai, terwujud asas sederhana cepat dan ringan biaya. 
  
   
   
 MOTTO 
                            
      ُا        َا             
 
Artinya : “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya 
Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal” QS : An-nisa (4) :35. 1 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A.Penegasan Judul 
Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami 
tujuan penelitian skripsi ini maka penulis akan menegaskan beberapa istilah dalam 
judul skripsi sebagai berikut. Adapun judul skripsi ini adalah ”IMPLEMENTASI 
MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN STUDI di PENGADILAN 
AGAMA KRUI LAMPUNG BARAT” 
 
Implementasi adalah merupakan terjemahan bahasa inggris yang berasal 
dari kata Implementation yang artinya pelaksanaan.
2
 Sedangkan menurut bahasa 
indonesia artinya Penerapan, pelaksanaan.
3
 
 
  Mediasi adalah mediasi berasal dari bahasa latin “Mediare” yang artinya 
berada di tengah makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga 
sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan 
sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus 
berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia 
harus mampu menjaga. 
   
  
                                                             
2
 Jhon M. Echols dan Hasan Shadaly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta : PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 2003), h. 311.  
3
 Haizar MA, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ( Jakarta : Referensi Perpustakaan, 
2013), h. 244.  
 Perkara Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri 
dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri 
tidak akan dapat hidup rukun  lagi sebagai suami isteri.
4
 
Pengadilan agama krui lampung barat adalah pengadilan tingkat pertama 
bagi orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata 
tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
 
 kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga 
menumbuhkan kepercayaan  (Trust) dari para pihak yang bersengketa.
6
  
 
B.Alasan Memilih Judul 
Alasan pemilihan judul ini sebagai berikut : 
1. Mediasi salah satu kegiatan yang memiliki peran penting dalam perkara 
perceraian sebagai alat bantu dalam perkara perceraian, agar kedua belah 
pihak yang bersengketa (suami-istri) dapat rukun kembali yaitu tetep 
meneruskan perkawinan tanpa adanya perceraian.. 
2. Penulisan penelitian ini lebih mengarah pada mediasi dipengadilan agama 
dan ini erat relevansinya dengan jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah sehingga 
penulis berkeyakinan penelitian ini dapat diselesaikan mengingat 
tersedianya literatur yang dibutuhkan. 
  
                                                             
4
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 
73. 
5
 Didi Kuswandi, Bantuan Hukum dalam Islam, CV Setia Pustaka, Bandung, 2012 hlm 
297 
6
 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum 
Nasional (Jakarta : Kencana Prenada Media Groub, 2009), h. 16.  
 C.Latar Belakang Masalah 
 Segala sesuatu yang disyariatkan Islam pastilah mempunyai tujuan, 
sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu, tak terkecuali perkawinan. 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang 
diharapkan didalamnya tercipta rasa sakinah, mawadah dan rahmah. Untuk 
mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami 
kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan 
kewajiban. 
 Dalam UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.
7
 
 Islam sangat memperhatikan terwujudnya tujuan dalam pernikahan, 
menjadikannya sebagai fondasi bagi tegaknya bangunan kehidupan rumah tangga. 
Tujuan pernikahan itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah 
mawadah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang).
8
 Untuk mencapai hal 
tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan 
kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban. 
 Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan (percerian) 
sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, dalam arti apabila 
hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatanlah yang akan terjadi. 
                                                             
7
 Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Arkola, 2007, h. 5. 
8
 Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 
2007, h. 11 
 Putusnya perkawinan (perceraian) dengan begitu adalah suatu jalan yang baik.
9
 
Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam 
rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. 
 Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini 
dapat dilihat dari isyarat Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah 
perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah. 
Oleh karena itu isyarat tesebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian 
merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh 
manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan 
keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam 
menunjukkan agar sebelum terjadinya peceraian, ditempuh usaha-usaha 
perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan 
yang paling suci dan kokoh. 
 Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara 
adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar 
menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia diselesaikan 
dengan jalan perdamaian (islah). Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT. 
Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi: 
                   َا          
Artinya:Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah 
terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
10
 
 
                                                             
9
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Figh Munakahat 
Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007, h. 190. 
10
 Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2001.h. 516. 
  Umar bin Khatab mengemukakan, bahwa menyelesaikan suatu perkara 
berdasarkan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan 
perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut, oleh karena itu sebaiknya dihindari. 
 Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) melalui jalan perdamaian 
merupakan harapan semua pihak. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, 
perdamaian selalu di upayakan di setiap kali persidangan. Bahkan pada sidang 
pertama, suami istri harus hadir secara pribadi tidak boleh diwakilkan. Hakim 
sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya, dengan 
memberi nasehat-nasehat. Namun karena keadaan hubungan suami isteri yang 
berperkara di pengadilan sudah sangat parah, hati mereka sudah pecah, maka 
upaya perdamaian yang dilakukan selama ini pun tidak banyak membawa hasil. 
 Yang menjadi permasalahan disini adalah banyaknya kasus perceraian 
yang terjadi sehingga proses mediasipun sangat minim dilakukan, lalu banyak 
sekali problema yang dihadapi dalam asas perdamaian perkara perceraian di 
Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. Karena asas perdamaian ini sangat 
banyak menguntungkan dalam setiap penyelesaian sengketa. Baik oleh pihak yang 
berperkara maupun oleh pengadilan itu sendiri. Disini peran hakim sangat 
diperlukan dalam penerapan perdamaian tersebut. 
 Hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas 
untuk menegakkan Hukum Perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan 
cara diatur dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan diantara tugas pokok dari 
hakim adalah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur 
dalam pasal 65 UU No.7 tahun 1989 yang berbunyi: 
 “Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan siding pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
para pihak”. 
Dan juga pasal 82 ayat 1 dalam UU yang sama berbunyi: 
“Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha 
mendamaikan kedua belah pihak” 
 
Karena perdamaian itu lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. 
Apalagi dalam perkara perceraian,
11
 lebih-lebih jika sudah ada anak, maka hakim 
harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian.
12
 
 Tahap pertama yang dilakukan hakim dalam menyidangkan suatu perkara 
yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak 
yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih 
utama dari pada fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap setiap pekara 
yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal ini jauh lebih 
baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak 
yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri 
suatu perkara, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa 
yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan 
kerukunan. Dan jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses 
pemeriksaan perkara dilanjutkan.
13
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  Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai 
sekarang dalam praktek pengadilan telah banyak memberi keuntungan baik bagi 
hakim maupun bagi pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim dengan 
adanya perdamaian itu para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang 
terlaksananya asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak 
yang besengketa dengan terjadinya perdamaian itu berarti telah menghemat 
ongkos perkara, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang 
bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka 
akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan 
yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, malah mungkin akan 
lebih akab persaudaannya.
14
 
 Perdamaian pada perkara perdata umumnya, diatur dalam pasal 134 HIR 
dan pasal 154 R.Bg menerangkan pada setiap permulaan persidangan, sebelum 
pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-
pihak yang berperkara. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga 
dibuatkan akta perdamaian. Dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati 
persetujuan yang telah disepakati terhadap putusan perdamaian itu tidak dapat 
diajukan banding kepengadilan tingkat tinggi.
15
 
 Misalkan dalam kasus perceraian, usaha hakim dalam mendamaikan 
pihak-pihak yang berperkara dapat dilakukan disetiap sidang pemeriksaan dan 
setiap proses persidangan. Apabila usaha perdamaian telah dilakukan oleh hakim 
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 semaksimal mungkin tetapi tidak berhasil maka barulah hakim menjatuhkan 
putusan cerai. 
 Perdamaian persengketaan perceraian mempunyai nilai luhur tersendiri. 
Dengan tercapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, 
bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan, tetapi juga 
pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kerukunan 
keluarga antara kedua belah pihak dapat berlanjut.  
 Mendamaikan para pihak sebelum putusan dijatuhkan dalam hal 
perceraian bersifat imperarif (memaksa). Usaha mendamaikan merupakan beban 
yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap pemeriksaan, 
mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Sifat imperative upaya 
mendamaikan terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan 
pertengkaran. Oleh karena itu, upaya mendamaikan harus dilakukan secara 
optimal oleh para hakim. 
 Untuk menangani perkara perdata yang masuk ke pengadilan, telah 
dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 tahun 2003, yang telah 
direvisi dan diganti oleh Perma No.1 tahun 2008,kemudian di revisi lagi menjadi 
Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini 
dilatarbelakangi adanya penumpukan perkara di lingkungan peradilan terutama 
dalam perkara kasasi, mediasi ini dianggap instrumen efektif sebagai proses 
penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah serta dapat memberikan akses 
yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka untuk menemukan penyelesaian 
perkara secara damai yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. 
  Perma ini berlaku untuk lembaga-lembaga peradilan di bawah kekuasaan 
Mahkamah Agung (peradilan satu atap) agar lebih optimal dalam 
penyelenggaraan perdamaian di lingkungan peradilan. Melihat dari Perma ini 
yang menetapkan bahwa mediasi sebagian dari hukum acara dalam perkara 
perdata, sehingga putusan akan batal demi hukum manakala tidak melalui proses 
mediasi.
16
  
Dimana proses mediasi terjadinya perdamaian di Pengadilan Agama, 
khususnya Pengadilan Agama Krui Lampung Barat sangat minim dan jarang 
sekali perkara yang telah masuk ke Pengadilan Agama Krui Lampung Barat bisa 
diselesaikan dengan jalan perdamaian. Lebih-lebih perkara perceraian sangat 
sedikit sekali bisa diselesaikan dengan jalan mediasi. Dari dokumen Pengadilan 
Agama Krui Lampung Barat, pada bulan Januari sampai Juli 2017  cuma ada 9 
perkara yang berhasil dimediasi dengan berakhir bahagia dari 472 kasus yang 
masuk ke Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.
17
 Faktor yang menyebabkan 
terjadinya keberhasilan mediasi tersebut karna adanya hukum yang diatur dalam 
Perma. Melihat dari jumlah perkara yang sangat minim sekali yang berhasil 
dimediasikan, ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang menghambat dalam 
proses mediasi tersebut. 
 Hasil wawancara ketika pra riset dengan salah satu hakim di Pengadilan 
Agama Krui Lampung Barat bahwa penerapan mediasi ini sangat membantu 
dalam penyelesaian perkara perdata terutama perceraian, dalam perkara perceraian 
keberhasilan mediasi tidak harus kedua belah pihak yang bersengketa (suami-istri) 
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 dapat rukun kembali yaitu tetep meneruskan perkawinan tanpa adanya perceraian. 
Tetapi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian itu dapat dinilai dari para 
pihak yang tidak berhasil dalam proses mediasi (adanya perceraian) tetapi dalam 
kehidupan kedua belah pihak selanjutnya dalam kondisi rukun, damai, tidak 
adanya saling bermusuhan antara para pihak. Disini harus melihat kondisi para 
pihak, bila perkawinan itu dilanjutkan dan yang ada hanyalah perselisihan yang 
berkelanjutan, lebih baik perkawinan tersebut diputus untuk menghindari 
kemadharatan dan menggapai kemaslahatan dalam kehidupan selanjutnya.
18
 
 
D. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan dari kerangka berfikir dan latar belakang masalah diatas maka 
timbul beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di 
Pengadilan Agama Krui Lampung Barat? 
2. Apa yang menjadi hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di 
Pengadilan Agama Krui Lampung Barat? 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
 Tujuan Penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaiamana pelaksanaan mediasi di pengadilan agama 
krui lampung barat. 
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi 
di pengadilan agama krui lampung barat. 
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 Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. manfaat secara teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau 
bahan pertimbangan dalam proses mediasi. 
2. manfaat secara praktis 
 Hasil dari penulisan skripsi ini nantinya mampu diaplikasikan secara nyata 
oleh individu-individu maupun lembaga peradilan agama yang secara khusus 
menangani masalah mediasi sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan 
sangketa perdata. 
  
F. Metode Penelitian  
 Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, maka agar 
dalam penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada 
permasalahan maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan berbagai metode 
antara lain: 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (field research) yaitu 
mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala 
yang diselidiki.
19
 Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di 
Pengadilan Agama Krui Lampung Barat untuk memperoleh data-data yang 
diperlukan. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitan kualitatif dan 
merupakan kerja lapangan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 
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 bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna 
dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di 
lapangan. Apa yang dihadapi dalam penelitian adalah dunia sosial kehidupan 
sehari-hari.penelitian ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam 
dunia tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh dialamnya. Oleh 
karena itu, apa yang dilakukan peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu 
posisi yang berdasar kadus atau ideografis yang mengarahkan perhatian pada 
spesifikasi kasus-kasus tertentu.
20
 
 
2. Sumber Data 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai 
berikut: 
a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 
penelitian.dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari.
21
 Data primer 
disini adalah wawancara langsung dari hakim dan pihak yang tidak 
berhasil dimediasikan, dokumen register dan berkas perkara serta hasil 
pengamatan sidang. 
b. Data sekunder, adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan 
data yang datang secara langsung, namun data-data ini mendukung 
pembahasan dari penelitian ini.
22
 Data sekunder disini yaitu Perma No.1 
Tahun 2016, buku-buku fiqih.  
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 3. Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang 
diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang 
dihasilkan dari data empiris.  
Penelitian ini menelaah karya tulis, buku-buku, maupun dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan tema penelitian. 
 Penulis menggunakan beberapa metode, yaitu: 
a. Wawancara 
 Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 
mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan 
dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu peristiwa pewawancara 
(interview) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai 
(interview).
23
 Ini untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Metode 
ini digunakan dalam pegumpulkan data untuk mengetahui secara detail bagaimana 
implementasi mediasi perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat dan 
apa yang menjadi hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di 
Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. Dalam hal ini yang menjadi interview 
adalah hakim dan pihak yang tidak berhasil dimediasikan. 
 
b. Dokumentasi 
 Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang 
bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau 
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 catatan penting lainya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah 
data atau dokumen tertulis. 
4. Populasi Dan Sampel  
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti.
24
  pendapat lain 
mengatakan populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki 
tersebut populasi atau unipersum, populasi ini dibatasi sebagai jumlah penduduk 
atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama.
25
 
Dengan demikian yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh komponen di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.
26
 Dalam 
penelitian ini, tidak semua. Teknik pengambilan sampel dalam penelitin ini adalah 
teknik non random sampling sedangkan teknik non random sampling yaitu tidak 
semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk menjadi anggota 
sampel.
27
. 
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 Adapun yang dijadikan sampel yaitu Hakim  1 dan Panitra 2 orang. 
5.Metode Pengolahan Data 
 
a.editing 
 Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh daftar pertanyaan 
yang dikembalikan responden.beberapa hal yang perlu diperhatikan: (1) 
kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang di ajukan (2) kelengkapan 
pengisian daftar pertanyaan (3) keajegan (consistency) jawaban responden. 
b.Pengkodean (coding) 
 pengkodean dapat dilakukan dengan mememberi tanda atau (simbol) yang 
berupa angka pada jawaban responden yang diterima. Tujuan pengkodean adalah 
untuk penyederhanaan jawaban responden. Harus diperhatikan pula pemberian 
dalam jenis pertanyaan yang diajukan (pertanyaan terbuka atau pertanyaan 
tertutup)  
 
6. Analisis Data 
 Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data. Untuk 
menganalisa data yang diperoleh, dalam skripsi ini penulis menggunakan metode 
deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan 
masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya,sehingga bersifat faktual.
28
 
Dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaitu suatu cara penarikan 
kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat kasuistik. 
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  Peneliti juga menggunakan salah satu jenis penelitian deskriptif yaitu 
menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk 
mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan 
memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.
29
 Dengan 
demikian studi kasus ini berusaha memberikan gambaran yang terperinci dengan 
tekanan pada suatu kejadian, sehingga mendapat gambaran yang luas dari subjek 
yang diteliti. 
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 BAB II 
MEDIASI 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi 
1. Pengertian Mediasi 
Kata "mediasi" berasal dari bahasa Inggris, "mediation” yang artinya 
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau 
penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan 
mediator atau orang yang menjadi penengah
30
 Secara umum, dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah 
proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan 
sebagai penasehat.
31
 Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif 
sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan 
menyerahkan, menjanjikam atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu  
perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara 
Kemudian.
32
 
Dikenal juga dengan istilah dading yaitu suatu persetujuan tertulis secara 
damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu 
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 perkara.
33
 Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang…..dan 
penjelasannya tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan 
keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa 
diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator
34
 
Dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah 
is}lah (as-sulh) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan 
antara dua pihak. Dan menurut syara’ adalah suatu akad dengan maksud untuk 
mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa
35
 
Sedangkan secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam 
Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa : 
“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.36 
Beberapa unsur penting dalam mediasi  
1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan 
perundingan 
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam 
perundingan 
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 3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk 
mencari penyelesaian. 
4.  Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan 
selama perundingan berlangsung. 
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan 
kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna 
mengakhiri sengketa.
37
 
Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi 
yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki ketrampilanketrampilan khusus. 
ketrampilan khusus yang dimaksud ialah:  
- Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.  
-  Mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang 
dipersengketakan 
- Mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan 
sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang 
bersengketa (win-win solution). 
- Mempunyai ketrampilan tawar menawar secara seimbang.38 
- Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap 
hal-hal yang dipersengketakan. 
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 1. Dasar Hukum Mediasi 
Perdamaian dalam syari’at Islam sangat dianjurkan, sebab dengan 
kedamaian akan terhindar dari kehancuran (hubungan kasih sayang) sekaligus 
permusuhan diantara para pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Dalam 
Hukum Islam, secara umum dasar hukum dari perdamaian itu sendiri terdapat di 
dalam Al-Qur’an  surah an-Nisa: 
                             
      ُا          َا           
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 
kirimlah seorang haka
39
 dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud 
Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” 
QS : An-nisa (4) :35.
40
 
a. Surat Al-Hujarat ayat 9 – 11 
                              
              ِا               
            َا               
            َا                    
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                                
                              
                  
 
 “Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka 
damaikanlah diantara keduanya itu…. Sesungguhnya orang-orang 
mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua 
saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah SWT supaya kamu 
mendapat rahmat”.41 
b. Surat An-Nisa Ayat 114 
                          
                 ِا                
“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali 
bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, 
atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. 
dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan 
Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.
42
 
c. Surat An-Anfal Ayat 1 
           ِا          َا        
        َا               
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            ِا           َا         
        َا               
“oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan 
di antara sesamamu”.43 
 
d. Hadis Rasulullah SAW dari Amru bin Auf Al-Muzzani r.a 
 َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُا  ىَّلَص ِا  َلْوُسَر َّنَأ ُوْنَع ُا  َيِضَر ىنَِّزُمْل  ٍفْوَع ُنْب ٌرْمَع ْنَع :
 اًم َرَح َّلَح ْوَأ َلاَلاَح َمَّرَح اًحْلُص َّلاِإ َنْوُمِلْسُمْل  َْيْ َب ُِزئاَج ُحْلُّصل (وحح ذيمترل  ه ور) 
 
Rasulullah SAW bersabda “antara sesama muslim boleh mengadakan 
perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram, dan setiap muslim diatas syaratnya masing 
masing kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atas 
menghalalkan yang haram” (H.R. Turmidzi dan hadis ini disahihkan ). 
 Selama perdamaian tidak melanggar hak hak allah swt dan rasul-nya, 
perdamaian itu hukumnya boleh, yang dimaksut dengan perdamaian yang 
melanggar hak hak allah swt dan rasulnya antara lain perdamaian seorang suami 
dengan istrinya yang isinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli 
istrinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamar, dan mencuri.
44
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 Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah : 
1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas 
penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. 
2. HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv) 
3. UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 , UU Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU 
nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI 
Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144. 
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang 
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai 
(Eks Pasal 130 HIR/154 RBg). 
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
7. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
 
B. Mediasi Menurut Perma  Nomor 1 Tahun 2016  
Dalam perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan di 
atur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak 
penetapan perintah melakukan mediasi. 
 2. Atas dasar kesepakatan para pihak , jangka waktu mediasi dapat 
diperpanjang paling lama 30 hari. 
3. Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator 
disertai alasan.
45
 
Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang 
terdapat dalam perma No 1 Tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 
hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih 
lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam perma  No 1 tahun 2008 hanya 14 hari. 
Perma No 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan 
mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi 
harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut 
proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang 
menyatakan para pihak tidak bisa beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi , 
yaitu: 
1) Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali 
berturut turut. 
2) Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir 
meskipun sudah dipanggil dua kali berturut turut. 
3) Tidak hadir berulang ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi. 
4) Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara. 
5) Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.46 
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 Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, 
mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini 
dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu: Akibat 
hukum penggugat yang tidak beriktikad baik 
1) penggugat yang tidak beriktikad baik gugatan nya tidak diterima( NO) 
2)  Penggugat juga dikenai kewajiban membayar mediasi. 
3) mediator menyatakan penggugat tidak beriktikad baik dalam laporan 
mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarannya. 
4) hakim pemeriksa perkara berdasarkan laporan mediator menggelar 
persidangan  dan mengeluarkan putusan. 
5) biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau 
pembayaran  tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada 
tergugat.
47
 
Akibat hukum tergugugat yang tidak beriktikad baik 
1) Tergugat yang tidak beriktikad baik dikenakan biaya pembayaran 
mediasi. 
2) Mediator menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dalam laporan 
mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarannya. 
3) Hakim pemeriksa perkara berdasarkan laporan mediator sebelum 
melanjutkan  pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang 
tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar. 
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 4) Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat mengikuti pelaksanaan putusan 
yang telah berkekuatan hukum tetap. 
5) Pembayaran dari tergugat diserahkan kepada penggugat melalui 
kepanitraan. 
48
 
Dalam perma Nomor 1. Tahun 2016,  pembebanan mediasi disebutkan 
secara rinci dan jelas. Berbeda dengan perma Nomor 1 Tahun 2008 yang hanya 
menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam 
perma Nomor 1 Tahun  2016 dijelaskan bahwa: 
1) Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dari biaya perkara, 
diantaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan 
berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan lain 
lain. 
2) Penggunaan mediator hakim dan aparatur pengadilan tidak dipungut 
biaya jasa. 
3) Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan 
kesepakatan para pihak. 
4) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi 
dibebankan kepada penggugat terlebih dahulu melalui biaya panjar 
perkara. 
5) Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditangung bersama atau 
berdasarkan kesepakatan para pihak. 
                                                             
48
 Ibid., h. 32 
 6) Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan biaya 
pemanggilan dibebabkan kepada pihak yang kalah kecuali perkara 
perceraian dipengadilan agama.
49
 
C. Tujuan Mediasi 
Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sangketa antara pihak yang 
bersangkutan dengan mendatangkan pihak ketiga yang netral dan imparsial, 
penyelesaian sangketa dengan mediasi ini sangat dirasakan manfaatnya karna para 
pihak telah mencapai kesepakatan yang mengahiri persangketaan mereka secara 
adil dan saling menguntugkan.  
 
D. Manfaat Mediasi 
Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang 
lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik 
umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian 
sengketa antara lain, yaitu: 
1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain  
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima 
dan adanya rasa memiliki putusan mediasi  
3. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk 
menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul 
dikemudian hari.  
4.  Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang 
merupakan dasar dari suatu sengketa 
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 5. Membuka kemungkinan adanya saling percayaan diantara pihak yang 
bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam
50
 
6. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara 
mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan cara litigasi yang sifatnya 
terbuka untuk umum, sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat 
pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan 
mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya 
kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian 
publik. 
7. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian 
berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak 
kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan 
mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.
51
 
8. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang  
dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah 
upaya untuk  engarahkan para pihak yang bersengketa agar 
menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka 
kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta 
perdamian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan 
eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan 
(proses litigasi) 
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 Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa, Dalam 
Majalah Hukum Varia Peradilan No. 248 juli 2006, h. 9 
 9. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana 
dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang 
harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung. 
10. Pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan sendiri 
masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada 
mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.
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 BAB III 
PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KRUI 
LAMPUNG BARAT 
 
 
A. Profil Pengadilan Agama Krui Lampung Barat 
 
6. Sejarah Pengadilan Agama Krui Lampung Barat 
Pengadilan Agama Krui Lampung Barat  dibangun pemerintah Pada awal 
kemerdekaan Republik  Indonesia pembentukan Peradilan Agama di  didasarkan 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Pembentukan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di luar Jawa dan Madura.  Pengadilan 
Agama Krui didirikan berdasarkan peraturan Pemerintah tersebut dan Surat 
Keputusan Menteri Agama  Republik Indonesia Nomor 195 tahun 1968 tanggal 
28 Agustus 1968  berkedudukan di kota Kecamatan Krui ( eks Kwidanaan Krui) 
yang terletak di ujung Barat Provinsi Lampung, pada koordinat 5
026” Lintang 
Selatan dan105
017” Bujur Timur beralamat di jalan Jayawijaya Kampung Jawa 
Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Lampung-Utara. 
Ketua pertama Pengadilan Agama Krui ialah Bapak H.Sjafi’i.DA, 
menjabat dari tahun 1968  pada waktu itu beliau jabatan resminya sebagai Kepala 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Tengah, Lampung Utara. 
Setelah pada tahun 1970 Bapak Hi.Djunaidi Duata, BA. kembali 
bergabung ke Pengadilan Agama (sebelumnya pernah menjadi pegawai 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat, lalu mengundurkan diri), beliau langsung 
diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama Krui yang kedua terhitung sejak 1 
Agustus 1970 menggantikan kedudukan Bapak Hi.Syafi’i.DA, dan kantor 
 Pengadilan Agama Krui dipindahkan ke Jl.Jayawijaya No.84 Kampung-Jawa, 
Krui dengan mengontrak gedung permanen milik Ibu Hj.Aminah. 
Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan 
jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda 
datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik 
amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama. 
Di antara pakar hukum kebangsaan Belanda adalah Cristian Van Den Berg 
(1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam 
menurut ajaran Hanafi dan Syafi’i. Dialah yang memperkenalkan teori Receptio in 
Complexu. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut 
seseorang, sehingga hukum Islam telah diterima (diresepsi) secara menyeluruh 
dan sebagai satu kesatuan oleh umat Islam Indonesia. 
Pada masa penjajahan Belanda, pendapat yang kuat di kalangan pakar 
hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam 
yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan 
peraturan-peraturan yang diambil dari syari’at Islam untuk orang Islam. Namun 
kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda 
akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda bernama Cornelis Van 
Vollenhoven (1874–1933) yang memperkenalkan Het Indische Adatrecht (hukum 
adat Indonesia).Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. 
Dalam teori ini hukum Islam dianggap tidak ada, yang ada hanyalah hukum adat. 
Hukum Islam akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemeluknya, 
 apabila hukum Islam tersebut telah diresepsi oleh hukum adat.Dengan adanya 
ketetapan tersebut terdapat perubahan yang cukup penting, diantaranya adalah 
bahwa pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam 
lingkungan kekuasaannya yang umumnya meliputi pernikahan, perceraian, mahar, 
nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, shadaqah dan baitul 
mal yang semuanya erat dengan hukum Islam.
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a. Jabatan Ketua dan Panitera Kepala/Pasek dan Hakim 
Adapun nama-nama Ketua Pengadilan Agama Krui sejak tahun 
1968 sampai sekarang adalah sebagi berikut : 
1. Hi. Sjafi’i DA  dari  1968 sampai dengan  1 Agustus 1970; 
2. Hi.Djunaidi Duata BA, dari 1 Agustus 1970 sampai dengan 2 Januari 
1996; 
3. Drs.H.Buchari dari 2 Januari 1996 sampai dengan 5 Mei 1998; 
4. Drs.M.Dirwan, SH., dari 5 Mei 1998 sampai dengan 24 Februari 2003; 
5. Hi. Sukarni Kasdah, SH dari  24 Februari 2003 sampai dengan 19 
September 2010; 
6. Drs.Sahrudin, SH, MHI dari 26 Agustus 2010 sampai dengan 
sekarang. 
Adapun Panitera sekretaris Pengadilan Agama Krui dari tahun 1968 
sampai sekarang adalah sebagai berikut: 
1. Ahsan Ma’in (Panitera Kepala)dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1979; 
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 2. Drs. Syazili Mathir dari tahun 1979 sampai tahun 1983 (Panitera Kepala) 
sekarang Hakim Tinggi PTA Palembang; 
3. Drs.Syarifuddin Choliq (Panitera Kepala) dari 1 September 1983 sampai 
dengan  September 1989; 
4. Drs.Asyari (Panitera/Sekretaris) dari September 1989 sampai dengan 18 
Februari 1998; 
5. Drs.Nawawi Mascik (Panitera Sekretaris) dari 18 Februari 1998 sampai 
dengan 2 Oktober 2003; 
6. Jailani Manaraf, BA (Panitera/Sekretaris) 
7. Drs.Amril Hakim (Panitera/Sekretaris) 2 Oktober 2003 sampai dengan 31 
Agustus 2009; 
8. Drs.Erwin Romel (Panitera/Sekretaris) dari 1 September 2009 sampai 
degan sekarang. 
Adapun Hakim-hakim Pengadilan Agama Krui yang terdiri dari Hakim 
Honorer dan Hakim PNS sampai dengan tahun 80-an adalah sebagai berikut : 
1. H. Syafi’i. DA, alamat Kampung Jawa, Krui (Hakim Honorer); 
2. H. Tarmizi, alamat Simpang Kerbang Krui (Hakim Honorer); 
3. Anwar Yunus, alamat Krui (Hakim Honorer); 
4. H. Tabrani Hakim, alamat Banjaran Agung Krui (Hakim Honorer); 
5. H. Sanadi, alamat Lintik, Krui (Hakim Honorer); 
6. H. Sarbini, alamat Kampung Jawa Krui (Hakim Honorer); 
7. H. Djunaidi Duata, BA, Alamat Gunungkemala, Krui (Hakim PNS); 
 8. Drs. H.Muchsin Asrof (Hakim PNS) sekarang Ketua PTA 
Palembang; 
9. Drs.Imron Su’aidi 
b. Bangunan Fisik Gedung Kantor dan Pagar Pengadilan Agama Krui 
Sejak berdirinya Pengadilan Agama Krui telah beberapa kali mendapat 
proyek pembangunan Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut : 
1. Pada tahun anggaran 1979/1980 melalui DIP Departemen Agama Nomor 
12 /XXV/3/79, tanggal 19 Maret 1979, dengan dana sebesar 
Rp.8.000.000; (Delapan Juta Rupiah) dibangun Balai Sidang Pengadilan 
Agama Krui di Liwa, menempati tanah 50 x 75 M di Desa Way Mengaku 
Kecamatan Balik Bukit, Liwa Lampung-Utara, yang diresmikan oleh 
Bapak Direktur Badan Peradilan Agama Departemen Agama, atas nama 
Menteri Agama pada Tanggal 25 November 1980. Luas balai sidang 
tersebut 150 M
2
; 
2. Pada tahun  anggaran 1989/1990 mendapat Proyek pemagaran melalui 
DIP Departemen Agama Nomor : 120/XXV/3/1989, tanggal:    Maret  
1989, dengan dana sebesar Rp.5.000.000; (Lima Juta Rupiah)  volume 
pagar keliling 250 M.; 
3. Pada tahun 1991/1992 mendapat dana perluasan gedung kantor 100 M2 
melalui DIP Departemen Agama Nomor :    /XXV/3/91, tanggal     Maret 
1991, dengan dana sebesar Rp.24.000.000; (Duapuluh Empat Juta 
Rupiah). Pada tanggal 16 Februari 1994 terjadi gempa Lampung Barat 
 sehingga bangunan fisik dua unit gedung kantor seluas 250 M
2
 berikut 
pagarnya rusak total. Pada tanggal 28 Desember  1994 dua unit bagunan 
gudung Balai Sidang Pengadilan Agama Krui yang rusak total akibat 
gempa bumi 16 Februari 1994 diadkan penghapusan dengan Berita Acara 
Nomor PA.h/ 5/K/Ks.01.6/315/1994. 
4. Pada tahun anggaran 1994/1995 mendapat pembangunan Balai Sidang 
baru melalui DIP Departemen Agama  Nomor 011 /XXV/3/ 1995, diba- 
ngun Balai Sidang Pengadilan Agama Krui dengan dana sebesar 
130.200.000; dengang volume seluas 350 M
2
 dibangun di atas tanah 
seluas 2400 M
2
; diresmikan oleh  Ketua Pengadilan Tinggi Agama 
Bandarlampung pada tanggal 20 Juni 1996. 
5. Kemudian setelah berada di bawah Mahkamah Agung melalui DIPA 
Nomor : 0430.0/005-01.0/VII/2007 untuk memenuhi kebutuhan  kerja 
maka pada tahun anggaran 2007 dengan dana sebesar Rp.1.423.157.000; 
(Satu Milyar Empat Ratus Duapuluh Tigajuta Seratus Limapuluh 
tujuhribu Rupiah) 
Gedung Kantor yang dibangun tahun Anggaran 1994/ 1995 setelah 
dipergunakan   selama sebelas tahun direhab total melalui anggaran Mahkamah 
Agung  tersebut dan diperluas sehingga luas gedung kantor menjadi 510 M
2
. 
Adapun tanah pekarangan yang dipergunakan untuk pembangunan gedung 
kantor pada mulanya menempati tanah 75 x 60  M, pada posisi di pinggir jalan 
Liwa-Ranau setelah gempa Lampung Barat 16 Februari 1994 seluruh bangunan 
 diatas  tanah tersebut rusak total maka lokasi kantor lama diambil kembali oleh 
Pemda Lampung Barat dengan alasan lokasi tersebut akan dipergunakan untuk 
taman kota.  Sebagai gantinya Kantor Pengadilan Agama Krui memperoleh lokasi 
baru yang terletak di jalan Mawar berdasarkan Surat Bupati Lampung Barat 
Nomor:  641/006/BAAP-LB/1995, tanggal 8  Februari 1995. 
7. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Krui Lampung Barat 
a. Tugas Pengadilan Agama Krui Lampung Barat 
Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan 
kehakiman, mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wewenang Pengadilan 
Agama untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum 
keluarga dan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum 
Islam. Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Inpres Nomor 1/1991 dijadikan 
sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah- masalah perkawinan, kewarisan 
dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama untuk 
menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum 
Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. 
Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan 
Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat 
Islam di Indonesia.
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 Wewenang Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. 
1. Kekuasaan Absolut (Absolut Competentie) 
 
Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan 
dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam 
perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan 
pengadilan lainnya.
55
 Maksud disini bahwa kewenangan absolut itu 
merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan 
dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh 
lembaga peradilan yang lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama, 
seperti misalnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama 
maupun dalam lembaga peradilan yang lain, misalnya antara Pengadilan 
Umum dengan Peradilan Militer atau dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. 
2. Kekuasaan Relatif (relatif competentie) 
Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan 
satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama 
jenis dan sama tingkatan lainnya.
56
 Lebih ringkasnya disini kewenangan 
relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam menangani perkara-perkara 
bukan dilihat dari jenis perkaranya tetapi dari wilayah kekuasaan masing-
masing lembaga peradilan tersebut. Kekuasaan relatif Pengadilan Agama Krui 
Lampung Barat adalah meliputi wilayah: 
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 b.  Kecamatan dan 
c. Kabupaten 57 
b. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Krui Lampung Barat 
Sesuai yang diamanatkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto pasal 57 Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa peradilan 
dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan, maka Pengadilan Agama 
Krui Lampung Barat mencanangkan visi sebagai berikut: “Terwujudnya 
Peradilan Yang Bermartabat Dan Berwibawa Dengan Proses Peradilan 
Yang Sederhana, Cepat, Tepat Dan Biaya Ringan”. Sedangkan untuk dapat 
mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Agama 
Krui Lampung Barat menetapkan misi sebagai berikut: 
1) Terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar 
2) Terselenggaranya tertib administrasi peradilan 
3) Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan 
berwibawa 
4) Meningkatnya citra aparat peradilan yang bersih, berwibawa dan 
professional 
5) Meningkatnya kinerja pelayanan publik.58 
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 8. Rencana Strategis Pengadilan Agama Kelas IA Krui Lampung Barat 
Tahun 2013- 2017 
Rencana strategis Pengadilan Agama Krui Lampung Barat Tahun 2013 
2017 disusun berdasarkan isu-isu strategis yang teridentifikasi sebagai berikut: 
a. Terwujudnya manajemen peradilan yang baik dan benar. 
 
Untuk mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang baik dan 
benar maka disusun pembagian kerja yang jelas dan terarah antara 
masing-masing unit kerja dengan penyusunan progam kerja setiap tahun 
anggaran, pembagian bidang-bidang pengawasan dan terakhir evaluasi 
kegiatan. 
b. Terwujudnya tertib administrasi peradilan 
Untuk mendukung terwujudnya administrasi peradilan yang baik dan 
benar difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan program Sistem 
Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) sesuai dengan program 
Badilag Mahkamah Agung. 
c. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. 
Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat vital untuk 
mendukung kinerja yang baik, sementara gedung perkantoran 
Pengadilan Kelas IA Krui Lampung Barat dirasa sangat kurang 
memadai untuk Pengadilan Agama yang terletak di kabupaten, baik dari 
segi letak, kondisi fisik maupun daya tampungnya, demikian juga 
perangkat meubelairnya. Oleh karena itu dalam rencana strategi ini 
difokuskan pula untuk pengadaan tanah dan bangunan baru serta 
 kelengkapan meubelairnya. 
d. Terwujudnya proses peradilan yang kredibel. 
 
Untuk mendukung terwujudnya proses peradilan yang kredibel 
difokuskan pada peningkatan profesionalisme hakim, panitera/ panitera 
pengganti, juru sita/ juru sita pengganti dan aparat peradilan yang lain 
didalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar dapat 
dicapai proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait. 
e. Terwujudnya kinerja pelayanan publik yang baik dan benar. 
 
Untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik yang baik dan benar 
difokuskan pada optimalisasi pengawasan, baik pengawasan melekat, 
pengawasan fungsional dan penanganan pengaduan.
59
 
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Krui Lampung Barat 
Terwujudnya pengadilan agama yang bersih, berwibawa, dan profesional 
dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum. 
Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional 
maupun struktural serta kariyawan dan kariyawati pengadilan agama krui 
lampung barat dalam melaksanakan aktifitas peradilan visi tersebut mengandung 
makna bahwah berssih dari pengaruh tekanan luar dalam upaya supermasi hukum. 
Bersih dan bebas kkn merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era 
reformasi terus terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam 
pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan pengadilan yang 
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 berwibawa.  
Berdasarkan visi pengadilan agama krui lampung barat yang telah 
ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi peradilan agama krui lampung 
barat untuk mewujudkan visi tersebut yaitu: 
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. 
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan 
3. Meningkatan pengawasan yang terencana dan efektif 
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat 
5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum  
 
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Krui Lampung 
Barat 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2016,Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan.Sehingga 
Struktur/ Badan Organisasi Pengadilan Agama Krui Lampung Barat Sebagai 
berikut: 
No Nama Jabatan 
1 Drs. H. Omay Mansyur, MAg Ketua Pengadilan 
2 Drs. Muhyar, SH,MH,MSi Wakil Ketua 
3 Muhammad idris S,Ag Hakim 
4 Supriyanto,S,Ag , Msi Hakim 
5 H.Ahmad jajuli,SHI Hakim 
6 Nihayatul istiqomah SHI,MH Hakim 
7 Alamsyah SHI,SH,MH Hakim 
8 Romi maulana,SHI Hakim 
9 Drs Riduansyah Panitera 
10 H.Sumarjo Panitera muda hokum 
11 Hazri, Sag Panitera Muda Hukum 
12 Dra. Arwani, SH Panitera Muda Gugatan 
 13 Rahmawati, SH,MHI Panitera pengganti 
14 Defi tri andari,SH Panitera pengganti 
15 Syukhi,SH Panitera pengganti 
16 A.juanda Juru sita 
17 Yusi irawan Juru sita 
18 M.Nizar Juru sita pengganti 
19 Fitri Nurhayati Juru sita pengganti 
20 Samharudin Juru sita pengganti 
21 Siti waryani Juru sita pengganti 
22 Agustiyansyah Salim SH Sekretaris 
23 Herman, S.S.Kom Ksb.perencanaan, TL dan pelapor 
24 Mukhlis, SHI Ksb.Kepegawaian organisasi dan 
Tl 
25 Meilina Y.S.Kom Ksb.Umum dan Keuangan 
 
 Struktur Organisasi yang dibentuk pada PA krui lampung barat bertujuan 
untuk menjalankan fungsi pokok yaitu: 
1.memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding 
2.memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan 
administrasi peradilan lainnya. 
3.memberikan keterangan,pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam 
pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur 
dalam pasal 52 Undang Undang No 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas undang 
undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. 
4.mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan prilaku hakim, 
panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. 
 5.mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat 
pengadilan agama dan menjaga agar peradilan di selenggarakan dengan saksama 
dan sewajarnya. 
6.memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur 
dilingkungan pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama. 
7.melaksanakan tugas tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan 
sebagainya. 
D. Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 
Krui Lampung Barat. 
Mediasi sebagai bentuk upaya untuk mendamaikan pihak-pihak 
berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya 
diperiksa. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang 
berperkara ini juga termuat dalam Kompiasi Hukum Islam pasal 143
60
 dan 
Undang-Undang No.3 Tahun 2006 pasal 65 dan 82, yang berbunyi: “Hakim yang 
memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah 
pihak”“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan 
pada setiap pemeriksaan”61 
Adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 secara fundamental telah merubah 
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 Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 144 apabila terjadi perdamaian, maka tidak 
dapat diajukan gugatan perceraian baru dengan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum 
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 Amandemen UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2006,      h. 57 dan 62 
 praktek peradilan yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Yang mana 
selama ini upaya mendamaikan para pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh 
hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang Majelis Hakim wajib 
menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-
pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang khusus untuk melakukan 
mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi 
harus dilakukan dengan sungguh-sunguh.
62
 
Untuk mendukung pelaksanaan mediasi dipengeadilan Mahkamah Agung 
menetapkan tata kelolah yang diantaranya meliputi: 
a. Perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian dipengadilan  
b. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan mediasi dipengadilan 
c. Pemberian akreditasi dan epaluasi lembaga sertifikasi mediasi 
terakreditasi 
d. Penyebarluasan informasi mediasi 
e. Pengembangan kerja sama dengan organisasi lembaga atau pihak 
lainya baik tingkat nasional, ragional maupun internasiaonal dalam 
bidang mediasi. 
Mediasi harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai 
perdamaian, karena itu diberikan waktu sendiri untuk melaksanakan mediasi 
sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak 
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 Hasil wawancara, hakim di Pengadilan Agama krui, pada tanggal 4 Januari 2018 
 yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri, bukan 
kepentingan hakim maupun pengadilan bahkan mediator. Sehingga segala biaya 
yang timbul karena proses mediasi ditanggung oleh pihak-pihak yang 
berperkara.
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Peranan Hakim dalam usaha penyelesaian perkara secara damai adalah 
sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi 
masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para pihak pencari keadilan. 
Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan biayanyapun ringan. 
Selain itu, permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi 
berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan 
suatu putusan biasa, dimana misalnya pihak tergugat dikalahkan dan pelaksanaan 
putusan harus dilaksanakan secara paksa. 
Apalagi dalam perkara perceraian karena perikatan suami istri 
(perkawinan) dalam Islam merupakan suatu perikatan yang sangat agung 
(aghladhu al Mawatsiq) dan harus selalu dijaga sepanjang masa. Sebab segala 
penyebab yang bisa menimbulkan perselisihan dalam perkawinan seperti nusyuz, 
i'radh, ataupun kekurang harmonisan dalam pergaulan sehari-hari itu merupakan 
tabi'at yang tidak akan bisa dilenyapkan dalam kehidupan manusia.
64
 
Disamping itu dalam hukum, Perkawinan di Indonesia yang telah diatur 
dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam UU tersebut mengandung prinsip- prinsip 
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 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, jilid 2, juz 5, Beirut: Daar Al-
Fikr, cet ke-3, 1974, h. 172. 
 yang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu, membentuk 
keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.yang salah satunya adalah dipersulitnya proses perceraian. Lebih-
lebih jika sudah punya anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam 
melaksanakan fungsinya yaitu berupaya untuk mendamaikan para pihak yang 
berperkara.
65
 Karena betapapun adil putusan yang diberikan oleh hakim dalam 
perkara perceraian, akan tetapi lebih baik lagi bila diselesaikan dengan cara 
perdamaian sehingga dalam bahtera keluarga tersebut tidak sampai terjadi 
perceraian dan hidup rukun kembali seperti semula. 
Adapun teknik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama krui lampung 
barat adalah sebagai berikut:
66
 
Pertama: Para pihak (dalam hal ini penggugat) mengajukan gugatan dan 
mendaftarkan perkara. Setelah perkara tersebut mendapat nomor register 
selanjutnya diserahkan ke ketua pengadilan, dan ketua pengadilan menunjuk 
majelis hakim. Dan majelis hakim menentukan penetapan hari sidang. 
Kedua: Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, ketua 
majelis menjelaskan dan mendorong para pihak untuk melaksanakan proses 
mediasi
67
 dengan mediator yang disepakati. Dalam hal ini para pihak 
menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, karena para pihak tidak 
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Agama Krui Lampung Barat 
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 Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan 
biaya mediasi. Hal ini penting agar para pihak dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya 
mediasi yang harus dikeluarkan dalam proses mediasi. 
 mengetahui siapa saja yang bertugas menjadi mediator. Ini dikarenakan 
Pengadilan Agama krui tidak mempunyai daftar mediator, baik itu daftar mediator 
dari pengadilan itu sendiri yaitu hakim bersertifikat mediator maupun daftar 
mediator dari luar pengadilan (non hakim). 
Selanjutnya maka majelis langsung menunjuk hakim mediator yang 
berada pada pengadilan tersebut dan segera memberitahu kepada mediator terpilih 
untuk melaksanakan tugas, serta menunda persidangan untuk memberi 
kesempatan para pihak melaksanakan proses mediasi. Setelah para pihak 
mengetahui siapa yang akan menjadi mediator dalam perkaranya, mereka 
langsung bisa menemuhi mediator terebut. Disini mediator hakim Pengadilan 
Agama Krui Lampung Barat selalu stand by, mereka telah siap ditempat mediasi 
untuk menunggu para pihak yang akan bermediasi. Disini mediator hakim 
Pengadilan Agama Krui Lampung Barat telah mempunyai jadwal sendiri-sendiri. 
Misalnya seorang hakim sekaligus mediator Pengadilan Agama Krui Lampung 
Barat, ia mempunyai jadwal mediasi hari selasa. Jadi setiap perkara yang masuk 
pada hari selasa akan melakukan proses mediasi dengan mediator /hakim. Begitu 
pula proses mediasi yang tengah berlangsung yang mana perkara yang ditangani 
hakim sebagai mediator mesti jadwal pelaksanaan berlangsung hari selasa. 
Mediator dapat para pihak temuai di ruang mediasi Pengadilan Agama 
Krui, ruangan yang multi fungsi, ketika ruangan tersebut tidak digunakan untuk 
proses mediasi berubah fungsinya menjadi ruang tamu dan juga bias menjadi 
ruang istirahat hakim. Disitu tidak ada tempat duduk khusus untuk para pihak dan 
mediator, biasanya para pihak dan mediator melalukan proses mediasi menempati 
 shofa yang ada disitu, tidak adanya perhatian dalam posisi duduk para pihak, 
padahal hal tersebut amatlah penting. 
Pertama kali para pihak bertemu dengan mediator, yang dilakukan 
mediator disini adalah memprkenalkan diri dengan para pihak. Pada langkah 
pertama ini mediator memberi salam pembuka kepada para pihak serta 
memperkenalkan identitas dirinya. Mediator memberitahu perannya yaitu bahwa 
ia tidak memerankan dirinya sebagai seorang hakim tetapi sebagai seorang 
mediatora yang tugasnya membantu para pihak untuk mencari kesepakatan 
penyelesaian perkara yang memuaskan kedua belah pihak. Selain itu mediator 
memberitahu kepada para pihak tentang aturan dasar proses mediasi, 
menginformasikan kerahasiaan dan pertanyaan dan mediator menentukan jadwal 
untuk proses pelaksanaan mediasi. 
Ketiga: Dalam pelaksanaan proses mediasi apabila ada pihak yang tidak 
hadir dapat dipanggil paling banyak dua kali, jika telah dipanggil secara patut dua 
kali berturut-turut tidak pernah hadir, maka mediasi dianggap gagal. Dalam proses 
mediasi ini mediator mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali 
kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. 
Kaukus atau pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak 
lainpun dilakukan apabila hal tersebut diperlukan. 
Proses mediasi dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu: 
a. Gagal mediasi 
Apabila mediasi gagal, mediator melaporkan kepada majelis atas 
 kegagalan mediasi yang ditempuh. Dan majelis segera melanjutkan 
pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. 
 
b. Berhasil mediasi 
Apabila dalam pelaksanaan proses mediasi berhasil mencapai 
perdamaian atau kesepakatan, maka harus dibuat kesepakatan damai 
dalam bentuk tertulis, dan para pihak diperbolehkan: 
1. Mengajukan hasil kesepakatan perdamaian kepada majelis pemeriksa 
perkara untuk dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian (dalam 
masalah perceraian apabila terjadi perdamaian hanya ada satu 
kemungkinan yaitu gugatan dicabut). 
2. Tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam 
bentuk akta perdamaian. Apabila demikian maka kesepakatan 
perdamaian itu harus memuat satu klausa pencabutan gugatan dan 
satu klausa yang menyatakan perkara telah salesai. 
Keempat: Setelah proses mediasi selesai, mediator melaporkan kepada 
majelis, dan Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan untuk 
dicatat dalam register mediasi, selanjutnya majelis: 
a. Akan mengadakan sidang untuk melanjutkan persidangan, pada hari 
sidang yang telah ditetapkan, tidak perlu membuat PHS (penetapan 
hari sidang). Jika pada saat sidang untuk memberi kesempatan para 
pihak melaksanakan proses mediasi atau sidang pertama dalam hal 
mediator langsung sepakat ditunjuk hari itu dan sidang kedua dalam 
 hal para pihak diberi kesempatan selama dua hari untuk memilih 
mediator. 
b. Jika pada waktu sidang untuk memberi kesempatan para pihak 
melaksanakan mediasi, belum ditetapkan hari sidang berikutnya 
(sidang pertama dalam hal mediator langsung sepakat ditunjuk hari 
itu, dan sidang kedua dalam hal para pihak diberi kesempatan selama 
dua hari memilih mediator), maka majelis akan memanggil para 
pihak (dengan PHS) agar hadir pada sidang untuk proses berikutnya. 
Disini dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu: 
c. Para pihak meminta waktu tambahan untuk melakukan proses 
mediasi, apabila para pihak meminta waktu tambahan untuk 
melaksanakan mediasi lagi, maka dapat ditambah waktunya paling 
lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari yang telah disediakan. 
d. Tidak meminta tambahan waktu. Dalam hal in sidang dilanjutkan 
pada proses berikutnya. 
Mediasi di Pengadilan Agama Krui memang telah dilaksanakan sesuai prosedur 
mediasi yang tercantum dalam Perma Nomor1 Tahun 2016, tetapi tingkat keberhasilan 
mediasi disini sangatlah rendah. Ini dapat dilihat keberhasilan mediasi pada bulan Januari 
2017 sampai Juli 2017 hanyalah 9 perkara perceraian yang berhasil dimediasikan, padahal 
perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Krui Lampung Barat pada bulan 
yang sama yaitu Januari sampai Juli 2017 sangatlah banyak yaitu 472 perkara.
68 
Berikut adalah data perkara perceraian bulan Januari 2017 sampai Juli 2017 
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 Dokumen Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, didapatkan saat riset di 
Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, pada tanggal 09 Oktober 2017 
 yang berhasil dimediasikan: 
 
No Bulan Nomor Perkara Yang 
Berhsil Dimediasikan 
Tanggal 
Mediasi 
Jumlah 
Perkara  
Yang 
Diterima 
Persenta
se 
1 Januari - - 44 0% 
2 Februar
i 
- - 52 0% 
3 Maret 21/Pdt.G/2017/PA.Kr 
56/Pdt.G/2017/PA.Kr 
58/Pdt.G/2017/PA. Kr 
60/Pdt.G/2017/PA. Kr 
02-03-2017 
11-03-2017 
19-03-2017 
25-03-2017 
53 1,36% 
4 April 70/Pdt.G/2017/PA. Kr 16-04-2017 78 0,48% 
5 Mei 87/Pdt.G/2017/PA. Kr 01-05-2017 85 0,74% 
6 Juni 90/Pdt.G/2017/PA. Kr 23-06-2017 84 0,46% 
7 Juli 116/Pdt.G/2017/PA. 
Kr 
28-07-2017 76 1,13% 
 
 
 
Dari dokumen Pengadilan Agama Krui Lampung Barat tentang perkara 
perceraian yang berhasil dalam tahap mediasi pada bulan Januari sampai Juli 2017 
menyebutkan, pada bulan Januari Pengadilan Agama Krui Lampung Barat 
menerima perkara perceraian sejumlah 44, dalam bulan ini tidak ada satupun 
perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Februari perkara perceraian yang 
diterima Pengadilan Agama Krui Lampung Barat sejumlah 52, dalam bulan inipun 
tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Maret, 
Pengadilan Agama Krui Lampung Barat menerima perkara perceraian sejumlah 
53, dalam bulan ini empat perkara yang berhasil dalam tahap mediasi. Pada bulan 
April jumlah perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Krui Lampung 
Barat adalah 78, dalam bulan ini ada satu perkara yang berhasil dimediasikan. 
 Pada bulan Mei Pengadilan Agama Krui Lampung Barat menerima perkara 
perceraian sejumlah 85, dalam bulan ini ada satu perkara yang berhasil 
dimediasikan. Pada bulan Juni Pengadilan Agama Krui Lampung Barat menerima 
perkara perceraian sejumlah 84, dalam bulan ini ada satu perkara yang berhasil 
dimediasikan. Pada bulan Juli Pengadilan Agama Krui Lampung Barat menerima 
perkara perceraian sejumlah 76, dalam bulan ini ada dua perkara yang berhasil 
dimediasikan. 
Dari banyaknya perkara yang masuk tiap bulannya, keberhasilan mediasi ini 
sangat rendah sekali. Bulan Januari dan februari nihil, tanpa keberhasilan ditahap 
mediasi. Bulan Maret persentasi keberhasilannya sebanyak 1,36%. Bulan April 
persentasi keberhasilannya sebanyak 0,48%. Bulan Mei persentasi 
keberhasilannya sebanyak 0,74%. Bulan Juni persentasi keberhasilannya 
sebanyak 0,46%. Bulan Juli persentasi keberhasilannya sebanyak 1,13%. 
E.Faktor Penghambat  dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama 
Krui Lampung Barat 
Adapun faktor-faktor penghambat  mediasi dalam perkara perceraian 
dipengadilan Krui Lampung Barat 
Hasil wawancara dengan satu-satunya hakim yang bersertifikat mediator di 
Pengadilan Agama Krui Lampung Barat bahwa dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2016 
tentang mediasi, hakim merasa terbantu dalam mendamaikan para pihak yakni adanya 
mediator, usaha mendamaikan lebih mendalam atau leluasa karena mempunyai waktu 
yang cukup luas untuk memberi pemahaman tentang perdamaian, penyuluhan secara face 
to face pastilah lebih terarah dan mencapai sasaran ketimbang penyuluhan hukum secara 
 umum. disamping itu jumlah perkara masuk sangatlah banyak sedangkan jumlah hakim 
sangatlah sedikit, belum adanya daftar mediator selain hakim. 
 Dengan adanya mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dan 
juga membuka akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh rasa keadilan 
karena salah satu fungsi dari sebuah sistem hukum adalah memfasilitasi terwujudnya 
keadilan. Selain itu apabila mediasi dilaksanakan secara kontinu dan simultan, akan 
membawa paradigma masyarakat dalam memandang pengadilan yang selama ini hanya 
dianggap sebagai pemutus perkara berubah menjadi lembaga yang memberikan keadilan 
dengan kepuasan kedua belah pihak. 
Pelaksanaan mediasi inipun tidaklah bertentangan dengan kaidah Islam yakni Al-
Qur’an maupun hadist, tetapi malah sebaliknya mediasi merupakan produk Islam dalam 
rangka penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh sebab itu mediasi harus dilaksanakan 
secara optimal sebagai bagian dari sebuah proses aktivitas ijtihad demi mendapatkan 
keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Tujuan utama dari 
mediasi adalah tercapainya perdamaian, karena perdamaian adalah merupakan hukum 
yang tertinggi, hukum yang terbaik, paling adil dan disukai oleh kedua pihak.
69
 
Perdamaian menjadi sangat penting dilaksanakan apalagi dalam menyelesaikan 
sengketa-sengketa keluarga. Meskipun perceraian tidak dapat terelakkan, bukan berarti 
mediasi gagal secara total, minimal dalam mediasi kedua belah pihak telah dilakukan 
pencerahan dan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam persoalan rumah tangga, supaya 
kelak apabila mereka menikah lagi, mereka memiliki pemahaman yang cukup baik 
tentang arti sebuah rumah tangga
70
 
Dari hasil wawancara dan paparan diatas tersebut, penulis dapat menyimpulkan 
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 bahwa dengan adanya Perma No.1 Tahun 2016 tentang mediasi, hakim Pengadilan 
Agama Krui Lampung Barat telah mengunakan peraturan tersebut sebagai landasan 
dilaksanakannya perdamaian dalam mediasi. Tetapi pelaksanaannya belum maksimal atau 
masih sedikit sekali tingkat keberhasilnnya, disini dikarena ada beberapa faktor 
penghambat. 
Adapun faktor faktor yang menjadi penghambat mediasi dalam perkara 
perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat adalah faktor 
Lingkungan,Faktor Budaya,dan SDM, dan adapun faktor umum antara lain: 
, 
a) Keterbatasan Tempat 
 
Tidak kondusifnya ruang khusus untuk proses mediasi, yang 
mana tempat mediasi sangatlah terbuka yaitu satu ruang dengan ruang 
hakim, bisa jadi para pihak timbul rasa minder atau malu bila ingin 
mengungkapkan isi hatinya. Begitu pula dengan mediator tidak bisa 
optimal dalam melaksanakan perannya sebagai mediator.  
Padahal proses mediasi memerlukan ruangan khusus agar proses 
mediasi berjalan dengan baik, karena proses mediasi yang efektif juga 
harus ditunjang dengan prasarana yang memadai sehingga suasana 
menjadi kondusif. 
b) Keterbatasan Mediator 
 
Dari begitu banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan 
Agama Krui Lampung Barat sedangkan jumlah hakim terbatas dan 
tidak adanya mediator dari luar (Pengadilan Agama Krui Lampung 
Barat tidak mempunyai daftar mediator non hakim) sehingga proses 
 mediasi ini menambah pekerjaan para hakim, hal ini lah yang 
menyebabkan pekerjaan mediator hakim kurang maksimal. 
  
 c) Waktu Mediasi Yang Terlalu Panjang 
Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebuah asas yang 
sangat mudah untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk di praktekkan. 
Dengan lamanya waktu dalam proses mediasi yaitu 40 hari ditambah 
lagi 14 hari apabila mediasi gagal, ini sangat tidak cocok bagi para pihak 
yang memang mereka bersikukuh untuk bercerai. 
 
d) Kurangnya sosialisasi 
 
Ketidaktahuan para pihak tentang proses mediasi. Bagi mereka 
mediasi adalah menyelesaikan masalah, yang penting dalam prosesnya 
terdapat pembicaraan (musyawarah), tidak peduli apakah dalam 
pembicaraan itu berat sebelah atau tidak. Para pihak mengikuti proses 
mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada 
peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari 
mediasi. Tetapi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi 
hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya 
e) Adanya Pihak Ketiga 
 
Adanya pihak ketiga ini bisa timbul dari manapun, misalnya 
disebabkan kurangnya dukungan Advokat, dari mereka cenderung 
untuk menolak proses mediasi dan para pihak sering kali diwakili 
oleh advokatnya. Selain itu para pihak atau salah satu pihak 
mempunyai pasangan lagi yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) ataupun 
PIL (Pria Idaman Lain). Apabila salah satu pihak telah dibohongi, 
sulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang dibohongi 
 seperti sedia kala. Pihak ketiga juga bisa datang dari orang tua, yaitu 
seringkali orang tua dari para pihak membujuk untuk tetap bercerai. 
f) I’tikad yang tidak baik dari para pihak 
  
Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang 
berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa 
menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap 
perkara yang masuk ke pengadilan harus menempuh proses mediasi 
lebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bias saja tidak 
menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, 
sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan. 
g) Tidak hadiran salah satu pihak 
 
kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, 
seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun 
mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut. 
 
  
 BAB IV 
PELAKSANAAN MEDIASI DAN FAKTOR PENGHAMBAT 
A. Pelaksanaan MediasiDi Pengadilan AgamaKrui Lampung Barat 
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bab III data lapangan dapat  
dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan mediasi dilakukan sebagai upaya 
penyelesaian sengketa para pihak dengan ksepakatan bersama melalui mediator 
yang bersifat netral, untuk menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar 
pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk mencapai 
mufakat.  
Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari 
fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang 
diadilinya.Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik 
dalam mengakhiri suatu sengketa.Usaha mendamaikan pihak- pihak yang 
berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri 
suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa 
yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan 
kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses 
pemeriksaan perkaradilanjutkan. 
Di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat proses perdamaian dengan 
jalan mediasi yang berlandaskan pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
mediasi diharapkan akan lebih optimal, praktis prosesnya dan tidak berlarut-larut 
dalam mendamaikan para pihak yang sedang berperkara. 
 Proses mediasi di Pengadilan Agama Krui berjalan dengan baik, tetapi 
tanpa disadari pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan aturan- aturan tentang 
mediasi. Diantaranya berkaitan dengan prinsip kerahasiaan, yang mana 
Pengadilan Agama Krui Lampung Barat belum bisa menerapkan prinsip 
tersebut.Ini dapat dilihat dari ruang mediasi yang terbuka, tempat mediasi yang 
dimiliki multi fungsi. Tidak jarang ketika proses mediasi berlangsung banyak 
petugas yang sedang mengopersikan komputer diruangan itu. Padahal prinsip ini 
harus diterapkan agar mediasi berjalan dengan khidmad dan keberhasilan mediasi 
dapat dicapai.Hal ini sangat mempengaruhi para pihak dalam berkomunikasi 
dengan mediator. Mereka tidak dapat bebas menuangkan apa yang menjadi 
permasalahannya dan tidak bebas menjawab pertanyaan dari mediator karena 
mereka takut permasalahannya diketahui orang lain selain mediator karena ruang 
mediasi yang titak tertutup. 
Dan adanya perhatian khusus oleh UU No. 3 Tahun 2006 pada perkara 
sengketa keluarga (perceraian) itu mengikuti pada salah satu asas dari UU No.1 
Tahun 1974 tentang perkawinan yakni dipersulitnya proses perceraian, sebab 
didalamnya mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin cita-cita 
luhur perkawinan yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk mewujudkan 
tujuan tersebut, dibutuhkan suatu prinsip dasar yang merupakan tata aturan untuk 
selalu mempertahankan segala sesuatu yang dapat membuat ketidakberhasilan 
tujuan utama tersebut diantaranya yaitu segala penyebab yang bisa menimbulkan 
perselisihan dalam perkawinan seperti nusyuz, i'radh, ataupun 
 kekurangharmonisan dalam pergaulan sehari-hari itu merupakan tabi'at yang tidak 
akan bisa dilenyapkan dalam kehidupanmanusia. 
Dalam pelaksanaannya setiap terjadi perceraian harus diajukan di depan 
sidang Peradilan Agama. Sehingga Pengadilan Agama akan berfungsi sebagai 
lembaga pengontrol dan penekan besarnya angka perceraian di Indonesia dengan 
cara memberikan solusi damai pada setiap kali diselenggarakan persidangan serta 
memberikan pencerahan dan membantu menguraikan kekusutan rumah tangga 
para pihak yang sedang dibelit masalah tersebut. Sehingga disamping sebagai 
lembaga penegak hukum, Pengadilan Agama juga memfungsikan diri sebagai 
lembaga dakwah yang mampu menyatukan kembali bahtera keluarga yang hampir 
pecah dengan mengedepankan solusi perdamaian 
Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi untuk menunjukan nilai 
signifikan mediasi, maka itu sering dihubungkan dengan Pasal 130 HIR dan 154 
RBg. Pasal ini merupakan bagian dari prosedur dari pemecahan sengketa perdata. 
Di dalam Pasal tersebut ada tuntutan (kewajiban) agar hakim mengupayakan 
perdamaian. Tanpa ada upaya ini, maka keputusan apapun yang akan dicapai 
dianggap batal demi hukum. Dengan penalaran begini maka mediasi menjadi 
mandatori atau wajib. 
Sebenarnya para hakim di Pengadilan Agama Krui sudah beranggapan 
bahwa proses perdamaian yang selama ini berjalan, hampir sama dengan proses 
mediasi, yakni secara kekeluargaan dan bermusyawarah. Tetapi mediasi dalam 
Perma yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu seoarang mediator. Diharapkan dalam 
 proses mendamaikan lebih optimal dan dapat mengurangi beban biaya. Dan ini 
bisa berjalan dengan baik apabila dijalankan secara profesional bukan sekedar 
formalitassaja 
Melihat dari tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama 
Krui Lampung Barat pada bulan Januari sampai Juli 2017 yang sangat rendah 
sekali yaitu hanya 9 perkara yang berhasil dimediasikan dari 472 perkara yang 
masuk. Bila diprosentasikan hanya ada 0,2% perkara yang berhasil dalam tahap 
mediasi, sedangkan sisanya 98,00% merupakan perkara yang tidak berhasil dalam 
tahap mediasi dan harus berlanjut kepersidangan selanjutnya. Tingkat 
keberhasilan disini dirasa sangat rendah sekali padahal usaha perdamaian ini 
sangat diutamakan dalam setiap menangani perkara.Bahkan wajib dilaksanakan 
sebelum perkara itu diperiksa. Maka dari itu hakim mediator harus seoptimal 
mungkin dalam pelaksanaan prosesmediasi. 
Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam pasal 68 dan 82 UU Nomor 50 
Tahun 2009 Tentang pengadilan Agama. Asas tersebut sejalan dengan tuntunan 
dan tuntunan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap 
perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan mendamaikan karena itu, asas 
kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak –pihak yang bersengketa, sesuai 
dengan ajaran Akhlak Islam.  
Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S : AL-Hujarat (49): 9 
dimana dikemukakan bahwa “jika dua orang golongan orang beriman bertengkar 
maka damaikanlah mereka”. Perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil 
 sebab Allah sangat menyukai orang yang berlaku adil. 
Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang perdamaian jika ada 
sesuatu persengketaan antar umat manusia yaitu dalam Q.S An-Nissa (4): 35 yang 
artinya: “ dan jika kamu khawatir ada sengketa diantara keduanya, maka kirimlah 
dari pihak keluarga laki-laki dan seorang ahkam dari pihak keluarga perempuan. 
Jika kedua orang bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi 
hidaya kepada suami-istri. “sesunggunya Allah maha mengetahui lagi maha 
mengenal”. 
Dari prosentasi perkara yang berhasil dimediasikan, hal ini dirasa sangat 
minim sekali karena kemungkinan besar perdamaian dalam proses mediasi yang 
dilakukan selama ini hanya bersifat yuridis formal dan tidak memperhatikan hal-
hal penting dalam proses mediasi sehingga memediasikan para pihak yang 
berperkara hanya bersifat formalitas belaka. Disamping menyelesaikan perkara 
dengan cara damai merupakan pilihan terbaik akan tetapi hakim juga harus 
memperhatikan tentang keadaan keluarga tersebut, dan seharusnya difahami 
alasan-alasan atau kejadian-kejadian yang melatarbelakangi mengapa mereka 
ingin bercerai. Apakah dengan didamaikannya (tidak ada perceraian) itu akan 
membawa kemaslahatan atau tidak. Bila dirasa sudah tidak ada lagi kemaslahatan 
dalam kelanjutan perjalanan keluarga tersebut dan perceraian adalah pilihan yang 
terbaik maka hakim juga mengemban kewajiban untuk menghilangkan 
kemadharatan yang terjadi antara para pihak yaitu dengan cara menceraikannya. 
Sehingga walaupun perceraian itu pahit dirasa akan tetapi kemadharatan yang 
menimpanya itu lebih pahit lagi.  
 Dalam peraturan perundangan yang menjadi landasan penyelesaian perkara di 
Peradilan Agama, merumuskan asas perdamaian masuk pada penyelesaian perkara 
perceraian.Sehingga menurut kaedah hukum apabila suatu peraturan itu diungkapkan 
dalam suatu yang pokok, maka hukum yang umum pun harus mengikutinya.Dalam hal ini 
pokok dari keluarga adalah perkawinan.Sedangkan salah satu yang bisa memutuskannya 
adalah perceraian, maka apabila peraturan perdamaian di dalam hukum keluarga tersebut 
dicantumkan bersamaan dengan penyelesaian dalam pemeriksaan perkara perceraian, hal 
ini menunjukkan bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik bagi segala sengketa yang 
diselesaikan melalui Peradilan Agama sesuai dengankewenangannya. 
B. FaktorPenghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di 
Pengadilan AgamaKrui  
Dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui 
Lampung Barat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain Faktor 
Lingkungan,Faktor Budaya,SDMdan faktor teknis antara lain: 
1. keterbatasan tempat tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk 
mediasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung 
terselenggaranya proses mediasi, disamping faktor kerahasiaan. Rasa 
nyaman para pihak, juga perlu dijaga dan diperhatikan, karena rasa 
nyamandiciptakanolehkondisiruangandimanaprosesmediasi 
dilaksanakan akan mempengaruhi sifat keterbukaan para pihak dalam 
mengungkapkan permasalahannya dan komunikasi satu dengan yang 
lain. Para pihak tidak perlu merasa takut permasalahannya didengar 
oleh orang lain yang tidak terkait dengan sengketa mereka, sehingga 
 tidak diketahui oleh umum. 
2. kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya melaksanakan mediasi 
tersebut untuk menyelesaikan setiap perkara yang masuk. Antara lain 
yaitu tempat atau ruang mediasi,tempat merupakan unsur penting yang 
mendukung terselenggaranya proses mediasi. tempat yang dimaksud 
adalah lokasi dimana mediasi diselenggarakan. kenyamanan tempat 
penyelenggaraan perundingan proses mediasi akan mempengaruhi para 
pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mediasi. Jika salah satu 
pihak merasakan tidak nyaman dengan satu tempat, maka ia dapat 
memilih tempat lain. Para pihak merasakan tidak nyaman bila sengketa 
mereka diketahui oleh banyak orang, sehingga melahirkan sikap tidak 
respek terhadap proses mediasi. bila hal ini terjadi dapat mengancam 
gagalnya mediasi. oleh karenanya, penentuan tempat mediasi harus 
benar-benar disetujui bersama oleh para pihak yang bersengketa. 
Mediator hanya dapat menawarkan tempat mediasi, tetapi tidak dapat 
memaksa kehendaknya untuk menentukan suatu tempat tertentu bagi 
mediasi.tidak jarang masalah tempat menimbulkan kesulitan, terutama 
bagi pengadilan yang padat dan nimimnya bangunan atau gedungnya. 
begitu juga terjadi di Pengadilan Agama Krui Lampung, tidak 
mempunyai ruang khusus mediasi semua ruangan terpakai karena 
terbatasnya ruangan di Pengadilan Agama Krui. jadi tidak semua 
pengadilan mempunyai sarana dan fasilitas ruang khusus yang nyaman 
untuk proses mediasi. 
 3. keterbatasan mediator, yaitu tidak adanya daftar mediator non hakim 
disini akan semakin memberatkan pekerjaan hakim karena 
pekerjaannya menjadi dobel yakni sebagai hakim majelis dan hakim 
mediator. padahal dengan adanya daftar mediator disini akan 
memudahkan para pihak bersengketa memilih mediator yang akan 
membantunya dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. 
Makin banyak jumlah mediator di pengadilan semakin baik, karena para 
pihak akan memiliki banyak pilihan mediator, sehingga akan ditemukan 
mediator yang tepat, memiliki keahlian dan mampu membantu 
penyelesaian sengketa mereka. 
4. Tidak adanya mediator non hakim, dan yang berperan disitu adalah 
hakim pengadilan sendiri yang belum tentu mereka mempunyai 
kemampuan dalam bermediasi. karena dalam bermediasi diperlukan 
tenaga-tenaga mediator yang terlatih dan dididik oleh lembaga-lembaga 
professional. skill akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator 
menyelesaikan sengketa parapihak. 
Faktor non teknis yaitu,  
1. kurangnya sosialisasi bagi para pihak, yaitu: mereka mengikuti proses 
mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada 
peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari 
mediasi,tetapi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi 
hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya. sini 
 dikarenakan kesadaran masyarakatmengenai mediasi sangat kurang. 
banyak masyarakat yang memahami mediasi hanya sekedar bertemu 
dengan pihak ketiga sebagai mediator tetapi mereka tidak melihat ada 
manfaat dalam mediasiitu. 
2. adanya pihak ketiga, salah satunya ialah peran advokat, Sikap dukungan 
ataupun penolakan baik secara eksplisit maupun implisit para advokat 
terhadap penggunaan mediasi wajib yang terintegrasi ke pengadilan, hal 
ini menentukan keberhasilan dan kegagalan mediasi tersebut. Mereka 
berusaha menggiring kliennya untuk tidak berhasil dalam proses 
mediasi, karena bila kasus yang ditanganinya dapat terselesaikan secara 
cepat, yaitu berhasil dimediasi maka mereka akan menerima honor lebih 
kecil. Begitu juga sebaliknya, jika perkara yang ditanganinya dapat 
dimenangkan, mereka akan memperoleh honor yang lebih besar, mereka 
beranggapan mengapa harus dimediasikan sementara ia yakin jika 
perkara yang ditanganinya akan keluar sebagai pemenang. Bagi mereka 
praktek mediasi bisa mengancam mata pencaharian mereka. 
3. I’tikad baik dari para pihak juga merupakan salah satu faktor yang 
menentukan keberhasilan mediasi di pengadilan, lemahnya pengetahuan 
para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan yang didapat bila 
sengketa mereka diselesaikan melaui mediasi, akibatnya sedikit sekali 
munculnya i’tikad baik dari para pihak untuk saling mencari alternative 
guna menyelesaikan sengketa. Tanpa adanya i’tikad baik dari para pihak 
perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang 
 bersikap tidak kooperatif, i’tikad baik para pihak merupakan modal 
penting atau kunci keberhasilan bagi upaya menjalankan proses mediasi. 
4. tidak hadirnya salah satu pihak, sering kali pihak yang berperkara tidak 
hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dua kali 
berturut-turut, hal ini lah yang secara otomatis menyebabkan mediasi 
gagal dan perkara harus dilanjutkan pemeriksaannya oleh majelis hakim. 
 
  
 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat telah 
dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi yang 
dilakukan pada tahun 2017 dari 472 perkara yang masuk ke Pengadilan 
Agama Krui Lampung Barat berhasil di mediasi sebanyak 9 perkara dan 
yang tidak berhasil 463.bila diprosentasikan hanya  ada 0,2% perkara yang 
berhasil di mediasi,sedangkan sisanya sebesar 98,00%  merupakan perkara 
yang tidak berhasil dalam tahap mediasi dan harus berlanjut kepersidangan 
selanjutnya. Maka dari itu tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan ini 
masih sangat rendah sekali padahal upaya perdamaian ini sangat 
diutamakan dalam menangani setiap perkara. Maka dari itu hakim 
mediator harus seoptimal mungkin dalam pelaksanaan proses mediasi. 
2. Faktor Penghambat Mediasi di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat 
Salah satu yang menjadi penghambatnya adalah: perkara yang 
disengketakan  sangat erat kaitannya dengan perasaan sehingga nilai-nilai 
rasional sangat sulit disatukan diantara pihak yang bersengketa, 
ketidakhadiran salah satu pihak,faktor lingkungan dan faktor budaya. 
  
 B. Saran 
a. Untuk para hakim di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat agar selalu 
berperan aktif dalam penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi, dan 
seoptimal mungkin dalam melaksanakanya agar benar-benar tercapai 
penyelesaian secara damai, terwujud asas sederhana, cepat dan biaya 
ringan. Dan mediasi harus dijalankan secara optimal bukan sebagi 
formalitas saja walaupun dalam pelaksananya minim sarana dan 
prasarana untuk bermediasi. 
b. Pihak pengadilan agama krui lampung barat seharusnya berupaya untuk 
menyediakan ruangan khusus mediasi agar para pihak yang berperkara 
merasa nyaman dan terjaga privasinya. 
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Daftar pertanyaan (questioner) kepada dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan 
Lampung? 
1. Bagaimanakah tanggapan bapak atau ibu dosen mengenai Transgender (ubah 
kelamin)? 
2. Apakah kewarisan untuk Transgender (ubah kelamin) dapat dilakukan? 
3. Berapakah bagian waris untuk Transgender (ubah kelamin)? 
 
Bandar Lampung,             2017 
Hormat saya, 
 
 
Wangsit Abdul Latif 
NPM. 1221010027 
  
  
